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Abstract

The modernization of tax administration through digital transformation has become a vital approach to
improving the effectiveness of tax systems and encouraging greater taxpayer compliance. This research
examines the practical applications of digital tax initiatives, specifically the utilization of technology-enabled
administrative tools and the potential integration of digital carbon taxation in combating climate change. It also
emphasizes the role of digitalization in advancing Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG
16.6 (effective, accountable, and transparent institutions) and SDG 17.1 (strengthening domestic resource
mobilization). Employing a descriptive analysis approach with thematic coding of various case studies and
international reports, the findings reveal that comprehensive digitalization of tax systems can increase tax
revenues in developing countries by billions of dollars annually. The study recommends further research on the
role of artificial intelligence (AI) in tax auditing and its potential effects on the tax systems of small island
nations.
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Abstrak

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi sistem
pajak dan kepatuhan wajib pajak. Studi ini mengeksplorasi implikasi praktis dari strategi digitalisasi perpajakan,
termasuk implementasi sistem administrasi berbasis teknologi, serta potensi penerapan pajak karbon digital
dalam konteks perubahan iklim. Studi ini juga menyoroti kontribusi digitalisasi terhadap pencapaian target
Sustainable Development Goals (SDGs) 16.6 dan 17.1. Dengan pendekatan analisis deskriptif menggunakan
metode coding tematik terhadap berbagai studi kasus dan laporan internasional, temuan menunjukkan bahwa
implementasi penuh digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara berkembang hingga
miliaran dolar setiap tahun. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengkaji pengaruh artificial
intelligence (AI) dalam proses audit pajak dan dampaknya terhadap sistem perpajakan di negara kepulauan kecil.

Kata kunci: transformasi digital, administrasi pajak, pajak digital, kepatuhan pajak, SDGs
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1. Pendahuluan
Digitalisasi perpajakan di negara berkembang menawarkan peluang sekaligus tantangan. Walaupun
menjanjikan peningkatan efisiensi dan kepatuhan, kesenjangan dalam infrastruktur digital dan literasi
digital seringkali menjadi hambatan (World Bank, 2023). Disparitas antara wilayah perkotaan dan
pedesaan, keterbatasan keterampilan digital di kalangan usaha mikro, serta risiko keamanan siber
menjadi tantangan utama (Turanboyev & Musabekov, 2023; Omweri, 2024). Studi oleh Mpofu (2022)
dan Igbinenikaro dan Adewusi (2024) menunjukkan bahwa adopsi sistem digital mampu memperluas
basis wajib pajak, namun ketimpangan digital masih menjadi tantangan besar. Onuoha dan Gillwald
(2022) juga menegaskan bahwa tanpa pendekatan bertahap, reformasi digitalisasi perpajakan dapat
meningkatkan ketidakadilan fiskal.

Selain itu, hasil penelitian Ingram (2021) menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas
institusional dalam mendukung keberhasilan e-government termasuk digitalisasi pajak. Chaves (2019)
dan Santoro et al. (2022) menunjukkan bahwa integrasi layanan mobile money berpotensi
memperluas kepatuhan pajak bagi sektor informal di negara berkembang.

Gambar 1: Gambaran Transformasi Digital Sektor Perpajakan

Sumber : Penulis, 2024

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan struktural terhadap digitalisasi perpajakan,
mengeksplorasi peluang strategis dan menyusun roadmap implementasi yang efektif.

2. Literature Review
1. Transformasi Digital dalam Administrasi Pajak

Transformasi digital dalam sistem perpajakan merupakan bagian dari strategi e-government untuk
meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Menurut World Bank (2023), digitalisasi pajak berpotensi
mendorong mobilisasi pendapatan domestik secara signifikan. Turanboyev dan Musabekov (2023)
juga menekankan bahwa pengembangan sistem perpajakan digital perlu diiringi dengan penguatan
infrastruktur dan kesiapan kelembagaan.

2. Tantangan Infrastruktur Digital di Negara Berkembang

Kesenjangan akses internet, khususnya di wilayah pedesaan, masih menjadi penghambat utama
digitalisasi pajak. Ingram (2021) mencatat bahwa hanya 34% rumah tangga di negara berpenghasilan
menengah ke bawah memiliki koneksi internet stabil. Temuan ini diperkuat oleh Omweri (2024) yang
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menunjukkan bahwa perbedaan akses teknologi antara kota dan desa memperburuk ketimpangan
fiskal.

3. Literasi Digital dan Partisipasi UMKM

Salah satu hambatan penting dalam adopsi sistem pajak digital adalah rendahnya literasi digital di
kalangan pelaku usaha mikro dan informal. Santoro et al. (2022) menemukan bahwa kurangnya
pemahaman wajib pajak terhadap sistem e-faktur dan e-filing menyebabkan resistansi terhadap
reformasi digital. Helmi et al. (2024) menyarankan pendekatan microlearning untuk menjembatani
kesenjangan ini.

4. Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Seiring meningkatnya digitalisasi, risiko kebocoran data pajak juga meningkat. Onuoha dan Gillwald
(2022) menekankan pentingnya penerapan zero-trust architecture dalam sistem perpajakan digital.
Mpofu (2022) menambahkan bahwa kerangka hukum perlindungan data menjadi fondasi bagi
kepercayaan publik terhadap digitalisasi layanan fiskal.

5. Digitalisasi Pajak dan SDGs

Digitalisasi pajak mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target
16.6 (lembaga yang transparan) dan 17.1 (mobilisasi sumber daya domestik). Igbinenikaro dan
Adewusi (2024) menekankan bahwa reformasi digital dapat memperluas basis pajak melalui integrasi
layanan keuangan digital, seperti mobile money dan identitas digital.

6. Peluang Inovasi: Mobile Tax, Blockchain, dan AI

Penerapan teknologi baru seperti mobile tax unit, integrasi blockchain, dan pemanfaatan AI dalam
audit pajak menawarkan solusi inovatif untuk negara berkembang. Studi oleh Chaves (2019) dan
Santoro et al. (2022) menunjukkan bahwa digital ID dan sistem pembayaran elektronik dapat
menjangkau sektor informal secara efektif.

Selanjutnya penelitian ini akan dilaksanakn dengan alur penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Proses Coding Tematik

Sumber : Data diolah (Atlas), 2024

Transkripsi Data
Mengubah dokumen & hasil wawancara menjadi teks siap analisis

Open Coding
Pemberian label awal tanpa batas tema tertentu

Axial Coding
Pengelompokan kode ke dalam kategori tematik besar
(misal: akses infrastruktur, literasi digital, risiko keamanan)

Selective Coding
Integrasi kategori menjadi temuan utama penelitian
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3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini mengikuti pedoman metodologi berikut ini :

1. Sumber Data

Data Primer: Dokumen kebijakan, blueprint strategi digitalisasi, wawancara semi-terstruktur dengan
15 informan kunci (pejabat pajak, pengembang IT, pelaku UMKM). Data Sekunder: Laporan Bank
Dunia, IMF, Global Findex Database, artikel terindeks Scopus (2019-2024).

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan coding tematik berbantuan perangkat lunak Atlas.ti 23 yang terdiri atas
tahapan berikut:

 Transkripsi Data:Mengubah dokumen dan hasil wawancara menjadi teks siap analisis.

 Open Coding: Memberi label awal pada segmen data yang relevan tanpa pembatasan tema.

 Axial Coding: Mengelompokkan kode-kode awal menjadi kategori tema besar seperti "akses
infrastruktur", "literasi digital", dan "risiko keamanan".

 Selective Coding: Mengintegrasikan kategori menjadi temuan utama yang menjawab fokus
penelitian.

3. Validitas dan Etika

Untuk memvalidasi data yang dilakukan dilakukan langkah-langkah berikut:

 Validasi data melalui triangulasi metode dan informan;

 Anonimisasi data untuk menjaga kerahasiaan informan;

 Persetujuan tertulis sebelum perekaman wawancara.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis tematik mengidentifikasi tiga hambatan struktural utama yang secara konsisten
ditemukan di 12 negara sampel (Gambar 3):

Gambar 3: Distribusi Tantangan Digitalisasi Perpajakan di Negara Berkembang

Sumber : Penulis, 2024
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1. Proses Coding Tematik

Dari proses open coding terhadap 45 dokumen dan transkrip wawancara, dihasilkan 186 kode awal.
Melalui axial coding, kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tiga tema utama: infrastruktur
digital, literasi wajib pajak, dan keamanan siber.

Table 1. Hasil Coding Tematik

Tema Kutipan Sumber
Infrastruktur
Digital

"Hanya 29% akses e-Filing di
pedesaan Myanmar."

Laporan
Myanmar

Literasi
Digital

"61% UMKM Nigeria kesulitan
mengisi e-Faktur."

Survei
Nigeria

Keamanan
Siber

"Kerugian rata-rata $2,7 juta akibat
kebocoran data pajak."

Laporan IMF

Sumber : Data diolah, 2024

2. Temuan Utama

1. Kesenjangan Infrastruktur Digital: Sebagian besar negara berkembang mengalami
ketimpangan akses internet, memperburuk kesenjangan partisipasi wajib pajak (Ingram, 2021;
World Bank, 2023).

2. Rendahnya Literasi Digital: Pelaku UMKM dan sektor informal menunjukkan resistansi
terhadap penggunaan sistem e-Filing akibat kurangnya edukasi (Santoro et al., 2022).

3. Risiko Keamanan Siber: Kurangnya penerapan protokol keamanan data meningkatkan
kerentanan terhadap kebocoran data wajib pajak (Mpofu, 2022).

3. Diskusi Strategis

 Peningkatan Akses Infrastruktur: Investasi dalam perluasan jaringan internet pedesaan.

 Edukasi Wajib Pajak: Program literasi digital berbasis komunitas menggunakan pendekatan
microlearning (Helmi et al., 2024).

 Keamanan Data Pajak: Implementasi zero-trust architecture untuk platform perpajakan
(Onuoha & Gillwald, 2022).

4. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan utama:

1. Bias seleksi data – Ketergantungan pada sumber data resmi pemerintah dapat menyebabkan
bias akibat proses filtrasi sebelum publikasi.

2. Generalisasi terbatas – Hasil penelitian ini lebih relevan untuk negara berkembang dengan
tingkat pendapatan menengah, sehingga masih perlu diuji dalam konteks negara kepulauan
kecil atau wilayah dengan tingkat konflik tinggi.

Sebagai tindak lanjut, penelitian di masa depan disarankan untuk menguji model ini di negara
kepulauan kecil dan wilayah konflik, guna memahami bagaimana variabel tambahan seperti
stabilitas politik dan kapasitas institusional memengaruhi digitalisasi perpajakan.



Journal Management, Business, and Accounting
p-ISSN 2086-5090, e-ISSN: 2655-826

Vol. 24, No. 1 April - Juni 2025
Peringkat Akreditasi Sinta 3

25

Berdasarkan temuan penelitian, disusun tiga strategi implementasi berjenjang untuk mengoptimalkan
digitalisasi perpajakan di negara berkembang:

1. Pada tahap jangka pendek (0–2 tahun), fokus utama adalah meningkatkan aksesibilitas layanan
pajak dan meningkatkan literasi digital wajib pajak. Salah satu strategi yang diusulkan adalah
Hybrid Service Model, yaitu membangun 1.200 mobile tax unit di daerah tertinggal sebagai
perluasan layanan pajak berbasis komunitas, seperti yang diterapkan dalam model BRI Tax Corner
Indonesia. Selain itu, integrasi sistem pajak dengan platform mobile money, seperti M-Pesa di
Kenya, dapat mempermudah pembayaran pajak bagi masyarakat dengan akses perbankan terbatas.
Dalam aspek pelatihan, diperlukan modul literasi digital bagi wajib pajak UMKM yang
menggunakan metode microlearning agar lebih efektif dan mudah diakses. Selain itu, sertifikasi
kompetensi bagi konsultan pajak daerah juga perlu diselenggarakan guna memastikan kualitas
layanan perpajakan yang lebih baik.

2. Pada tahap jangka menengah (2–5 tahun), strategi diarahkan pada penguatan ekosistem pajak
digital melalui integrasi dengan teknologi keuangan dan peningkatan keamanan data. Dalam hal ini,
Fintech Integration menjadi langkah penting, di mana API terbuka dikembangkan untuk
memungkinkan integrasi sistem e-faktur dengan platform e-commerce, sehingga pelaporan pajak
dapat dilakukan secara otomatis. Selain itu, penerapan sistem insentif pajak real-time bagi UMKM
digital dapat mendorong kepatuhan pajak berbasis transaksi digital. Dari segi keamanan,
dibutuhkan pembentukan National Tax Cybersecurity Center dengan anggaran minimal 0,15% dari
APBN untuk memperkuat perlindungan data perpajakan. Selain itu, audit keamanan sistem pajak
secara berkala setiap enam bulan oleh pihak ketiga perlu dilakukan guna mengidentifikasi dan
mengatasi potensi risiko kebocoran data.

3. Pada tahap jangka panjang (>5 tahun), upaya diarahkan pada pembangunan ekosistem perpajakan
digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah kunci adalah menyusun regulasi
adaptif, seperti RUU Perlindungan Data Wajib Pajak dengan prinsip privacy by design guna
memastikan keamanan data dalam sistem digitalisasi pajak. Selain itu, diperlukan harmonisasi
standar digitalisasi pajak di tingkat regional melalui inisiatif ASEAN Single Tax Window, guna
meningkatkan interoperabilitas antarnegara di kawasan ASEAN. Untuk mendukung ekosistem
yang lebih efisien, sistem perpajakan perlu diintegrasikan dengan database kependudukan dan
properti, sehingga otoritas pajak dapat melakukan pemetaan kepatuhan secara lebih akurat. Lebih
jauh, penerapan National Tax Blockchain dalam transaksi lintas sektor dapat meningkatkan
transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak.

Gambar 4: Roadmap Implementasi Digitalisasi Perpajakan 2024-2030

Sumber : Data diolah, 2024
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Implikasi Praktis : Rekomendasi dalam penelitian ini dirancang untuk mendukung pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16.6, yang menekankan pengembangan institusi yang
efektif, serta SDGs poin 17.1, yang bertujuan untuk memperkuat mobilisasi sumber daya domestik
melalui sistem perpajakan yang lebih efisien. Berdasarkan estimasi World Bank, implementasi penuh
digitalisasi perpajakan di negara berkembang diproyeksikan dapat meningkatkan penerimaan pajak
hingga $78 miliar per tahun pada 2030. Dampak ini tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal negara,
tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi melalui optimalisasi pendapatan pajak.

4. Kesimpulan
Metode coding tematik berhasil mengidentifikasi tiga tantangan utama digitalisasi perpajakan di
negara berkembang: infrastruktur yang timpang, rendahnya literasi digital, dan risiko keamanan siber.
Intervensi terfokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas digital, dan keamanan data
sangat penting untuk mendorong transformasi pajak yang efektif dan berkelanjutan. Agenda
Penelitian Lanjutan : Penelitian ini membuka peluang bagi kajian lebih lanjut untuk
mengeksplorasi berbagai aspek digitalisasi perpajakan. Salah satu arah penelitian yang
direkomendasikan adalah menguji model digitalisasi pajak pada negara kepulauan kecil,
seperti Maladewa dan Fiji, guna memahami tantangan serta solusi dalam konteks geografis
yang unik. Selain itu, penelitian mendatang dapat menganalisis dampak kecerdasan buatan
(AI) terhadap audit pajak otomatis, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi
praktik penghindaran pajak. Kajian lainnya yang menarik adalah eksplorasi model pajak
karbon digital, yang dapat diterapkan dalam konteks perubahan iklim untuk mendukung
kebijakan perpajakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
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